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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai 

implementasi Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian   

Pemerintah yang menggantikan Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah atau LAKIP.  

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal ini berarti setiap instansi pemerintah dituntut untuk bersungguh-sungguh 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan dan akuntabel.  

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berusaha menyajikan informasi 

kinerja melalui LAKIP ini secara berimbang, transparan dan akuntabel atas kinerja yang 

telah dicapai. Selain itu LAKIP ini digunakan sebagai upaya untuk perbaikan 

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. 

 

B. Maksud Dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk memberikan informasi 

kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya 

perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

C. Gambaran Umum 

1. Organisasi Perangkat Daerah 

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Walikota 

Malang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 

(1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan 

khususnya pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan 

lainnya. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam 
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melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang 

berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2022 terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, terdiri dari : 

1. Subbidang Perencanaan dan Pembukuan PAD; dan 

2. Subbidang Pengembangan Potensi; 

d. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari : 

1. Subbidang Pajak Daerah I;  dan 

2. Subbidang Pajak Daerah II;  

e. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri dari : 

1. Subbidang Pengawasan, Penagihan dan Penindakan; dan 

2. Subbidang Pembinaan dan Keberatan;  

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Perencanaan merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan yang beorientasi pada kepentingan masyarakat. Perencanaan 

merupakan pangkal upaya untuk mencapai kinerja visi dan misi daerah. Untuk 

mendapatkan perencanaan yang baik maka diperlukan pengendalian dan evaluasi 

kebijakan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Sejalan dengan itu 

saat ini porsi dari perencanaan menjadi sangat dominan sehingga perlu disusun sebuah 

perencanaan yang berkualitas. Untuk mendukung hal itu Pemerintah Kota Malang 

melalui RPJMD mengamanatkan : 

1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum; 

2. Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif; 

3. Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN; 

4. Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi.   

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memberikan tugas 

kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang melalui Perwal Nomor : 48 Tahun 2021  
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untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan khususnya dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan tugas 

pembantuan lainnya. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan 

Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 

b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan; 

c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak 

Daerah; 

d. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; 

e. pengoordinasian penerimaan PAD; 

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 

pengelolaan pendapatan Pajak Daerah; 

g. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah bidang keuangan lingkup pengelolaan Pendapatan Pajak 

Daerah; 

h. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 

i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 

j. pelaksanaan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah; 

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan asli daerah; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang pengelolaan PAD. 
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Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris,  3 (tiga) orang 

Kepala Bidang, 6 (Enam) orang Kepala sub bidang, 1 (satu) orang Kepala sub bagian, 

dan beberapa kelompok jabatan fungsional. 

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan 

Peraturan Walikota Malang Nomor  48 Tahun 2021  tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari : 

a. Kepala Badan :  
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Sekretariat, terdiri dari: 

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional; 

 

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, terdiri dari: 

a) Subbidang Perencanaan dan Pembukuan PAD; 

b) Subbidang Pengembangan Potensi;  

 

c. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari: 

a) Subbidang Pajak Daerah I; 

b) Subbidang Pajak Daerah II;  
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d. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri dari: 

a) Subbidang Pengawasan, Penagihan, dan Penindakan; 

b) Subbidang Pembinaan dan Keberatan;  

c) Kelompok Jabatan Fungsional. 

   

 

 

D. Dasar Hukum 

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008;  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pusat dan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun  2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi 

Pemerintah;  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah ; 

15. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-

2018; 

16. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota 

Malang. 

17. Perwal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang; 

 

E. Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang 

Berdasarkan Perda No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang terdiri dari 1 

sekretariat dan 3 bidang. Selanjutnya penjabaran organisasi dan tata kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kota Malang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 

48 tahun 2021 dengan bagan sebagai berikut : 
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Aspek Strategis dan Permasalahan yang sedang dihadapi 

Agar pengelolaan PAD menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan 

pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun 

perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk 

memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap 
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kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan 

gagalnya mencapai tujuan. 

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, 

nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial 

untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan 

Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengemban tugas dan perannya harus 

memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut 

sejalan dengan amanat RPJMD Kota Malang, sehingga menuntut terjadinya 

peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan 

yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai 

upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kota Malang tahun 

2018-2023. 

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup 

strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh 

terhadap Badan Pendapatan Daerah adalah: 

1. Belum optimalnya kapasitas petugas pemungut pajak dalam rangka memenuhi 

tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas; 

2. Tata kelola penerimaan Pajak Daerah  yang kurang efektif dan efisien sehingga 

berpengaruh pada akuntabilitas dan ketepatan pemenuhan pelaporan keuangan; 

3. Belum optimalnya penagihan atas piutang Pajak Daerah yaitu ditandai dengan 

semakin bertambahnya nilai piutang Pajak Daerah.  

 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya : 

Beberapa permasalahan yang mengemuka dapat kami identifikasikan sebagai berikut: 

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang 

terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi 

kebocoran pajak. 

2. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti 

potensi Pajak Daerah yang ada. 
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3. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, rata-rata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual. 

4. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada masyarakat 

beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya masih harus ditingkatkan. 

 

Dampaknya  Terhadap  Pencapaian Visi dan Misi  Kepala Daerah, terhadap capaian 

Program Nasional/Internasional 

1. Kurang maksimalnya pendapatan pajak daerah. 

2. Kurang validnya data potensi pajak daerah. 

3. Kurang pahamnya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

 

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah 

Adapun tantangan yang ada dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah : 

1. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang menyadari kewajibannya 

membayar pajak 

2. Masih adanya Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan 

3. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan 

usaha wajib pajak 

Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal Badan Pendapatan Daerah Kota Malang 

yang berpotensi menguntungkan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan 

organisasi lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Peluang tersebut terdiri dari : 

1. Jumlah Penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang 

menjadi obyek pajak. 

2. Letak Geografis yang strategis serta iklim sejuk merupakan lokasi yang strategsi 

untuk mendirikan usaha yang dapat menjadi obyek pajak. 

3. Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya memiliki 

cita-cita sebagai Kota Industri, Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata, hal tersebut 
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memberikan peluang yang bagus bagi perkembangan berbagai usaha yang 

berpotensi menjadi obyek pajak seperti usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, 

reklame, dll 

4. Perkembangan teknologi informasi yg dapat dimanfaatkan utk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat 

5. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait baik vertical maupun 

horizontal 

6. Jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang banyak dapat membuka 

peluang kerjasama terkait peningkatan penerimaan pajak daerah 

7. Jumlah Bank yang banyak dapat membuka peluang kerjasama dalam pelayanan 

tempat pembayaran pajak daerah. 

8. Pertumbuhan wilayah lebih cepat yg menyebabkan nilai jual tanah dan bangunan 

makin tinggi. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
A. Perencanaan Kinerja 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-

2023 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan 

Daerah Kota Malang. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam arah 

kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat 

indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan 

ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan 

Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja 

Tahunan. 

Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban Walikota Malang, maka 

tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah: 

“Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan   

Pembangunan Melalui Penerimaan PAD”. 

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan 

Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud 

diatas yaitu : 

1. Optimalisasi Penerimaan PAD 

2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
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Tabel 2.1 
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra 

Tahun 2018-2023 
 

Tujuan 

 

Indikator 

Tujuan 

Sasararn 

 

Indikator 

Sasaran 

 

TARGET KINERJA SASARAN 

PADA TAHUN KE 

2019 2020 2021 2022 2023 

Terwujudnya 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah Dalam 

Pembiayaan 

Pembangunan 

Melalui 

Penerimaan 

PAD 

  

Rasio 

PAD 

Terha 

dap 

Penda 

patan 

Daerah 

Optimalisasi 

Penerimaan 

PAD 

Persen 

tase 

Capai 

an PAD 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Meningkat 

nya  

Kinerja 

Pelayanan  

Perangkat 

Daerah 

Nilai 

SAKIP 

83 83 83 83 83 

 

2. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan Visi Dan 

Misi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan 

Badan Pendapatan Daerah. 

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan 

dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur 

dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.  
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Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi 

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke 

waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan 

strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. 

Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian 

tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan 

pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan strategi dan arah kebijakan 

yang didasarkan pada isu strategis yang diangkat.  

Isu-Isu Strategis 

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, 

regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai 

alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, 

maka Badan Pendapatan Daerah  Kota Malang dalam mengemban tugas dan 

perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun 

ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Malang, sehingga 

menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah 

dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan 

mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, 

misi, dan program Pemerintah Kota Malang tahun 2018-2023. 

Bertolak pada identifikasi permasalahan, visi, misi, arah kebijakan kepala 

daerah terpilih, hasil analisa Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Timur, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis 

tersebut, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kota Malang adalah: 
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1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

 

2. Optimalisasi Kualitas Database Potensi Pajak Daerah 
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3. Optimalisasi dan Revitalisasi Sumber-Sumber Obyek Pajak Daerah 

 

4. Optimalisasi pelayanan pajak daerah yang terukur dan transparan 
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5. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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B. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK 

Nomor : 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan IKU di lingkungan 

Pemerintah kota Malang Tahun 2019-2023 

Adapun IKU Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Sebagaimana 

tercantum dalam tabel dibawah ini : 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Utama 

Kondisi 
Awal 

kinerja 
Target tahun 

      2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
 

Terwujudnya 
Kemandirian 
Keuangan Daerah 
Dalam Pembiayaan 
Pembangunan 
Melalui Penerimaan 
PAD 

Rasio PAD 
Terhadap 
Pendapatan 
Daerah 

0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,33 

1.Optimalisasi 
Penerimaan PAD 

Persentase 
Capaian 
PAD 

105% 100% 100% 100% 100% 100% 

 2.Meningkatnya 
Kinerja Pelayanan 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 84,87 83 83 83 83 83 

 

 Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah = Realisasi PAD / Realisasi 

Pendapatan Daerah 

 Persentase Capaian PAD = (Realisasi PAD / Target PAD)x 100% 

 

C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, 

yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.  

Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran staregis dengan merinci 

indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 

serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung 

tercapainya sasaran strategis. 
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Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran 

yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan 

rencana capaiannya. 

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan 

dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan. 

Adapun perjanjian kinerja yang memuat sasaran staregis dengan merinci 

indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 

dan penyesuaian sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target  pada  

perubahan perwal RKPD sesuai dengan Renstra Tahun 2019-2023. 

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Kota Malang Tahun 2022 secara  

rinci adalah sebagai berikut : 

Tujuan 1 : Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam 

Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD 

                        Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut : 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Program Anggaran 
(Rp) 

Optimalisasi 
Penerimaan 
PAD  

Persentase 
Capaian 
PAD 

100% Program 
pengelolaan 
pendapatan 
daerah 

RP. 14.831.454.700 

Meningkatnya  
Kinerja 
Pelayanan  
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 83 Program 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 
kabupaten/kota 

RP. 35.554.370.300 
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D. Standar Penilaian Kinerja 

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja  Badan Pendapatan 

Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter 

keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

Nilai % Pencapaian 

110  Keatas Sangat tercapai/Sangat berhasil 
90 ≤ x <  110 Tercapai/Berhasil 
60 ≤ x <  90 Cukup tercapai/Cukup berhasil 

x <  60 Tidak tercapai/Tidak berhasil 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi. 

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

Tabel. 3.1 
Target dan Realisasi Kinerja 

Tahun 2022 
 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Capaian 
2022 

Keterangan 

Optimalisasi 

Penerimaan 

PAD  

Persentase 

Capaian 

PAD 

100% 99.66 % 99.66 % Data realisasi 

adalah data 

Sementara  

Karena belum 

semua data 

penerimaan PAD 

masuk (BLUD 

belum masuk) 

Meningkatnya  

Kinerja 

Pelayanan  

Perangkat 

Daerah 

Nilai SAKIP 83 85.75 103.43% Nilai Sakip 

adalah nilai 

tahun 2021 

karena nilai 

tahun 2022 

belum 

dilaksanakan 

penilaian 

Rata Rata Capaian  101 %  

 

Dari Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD belum mencapai 100% 

dikarenakan hanya 3 jenis pajak daerah yang mencapai target yaitu  

a. Pajak Restoran,  

b. Pajak Penerangan Jalan dan  
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c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan,  

Sedangkan 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang lain tidak memenuhi target yaitu : 

a. Pajak Hotel,  

b. Pajak Hiburan,  

c. Pajak Reklame, 

d. Pajak Parkir  

e. Pajak Air Tanah dan  

f. pajak Bumi dan Bangunan.  

Selain itu terdapat 9 (Sembilan) Jenis Retribusi Daerah yang tidak mencapai 

target yaitu :  

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,  

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,  

c. Retribusi Penyediaan dan/atau Kontainer Toilet Umum,  

d. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,  

e. Retribusi Penyewaan Tanah,  

f. Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir,  

g. Retribusin Ijin Mendirikan Bangunan,  

h. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan  

i. Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan Pelayanan  Angkutan Umum  

 

Nilai Sakip yang dicantumkan adalah nilai tahun 2021 karena Nilai Sakip tahun 

2022 belum ada penilaian dari inspektorat. 

 

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 

2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 3.2 
Realisasi dan Capaian Kinerja 

Tahun 2018-2023 

 
Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa prosentase capaian PAD tahun 2020 

menurun karena adanya pandemi covid-19 dan mulai naik pada tahun 

2021 karena pandemi covid -19 sudah mulai membaik dan pada tahun 

2022 kondisi ekonomi sudah normal kembali.sehingga capaian PAD makin 

meningkat meskipun belum 100% 

Nila SAKIP selalu melebihi target namun tahun 2021 menurun karena 

adanya perubahan indikator penilaian.yang semakin berat.  

 

 

 

 

 

 

    

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKA 
TOR 

KINER 
JA 

Kondisi 
awal 

kinerja 

REALISASI KINERJA CAPAIAN KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Optimalisasi 

Penerimaan 

PAD  

Persen 

tase  

Capaian 

PAD 

105% 99.15

% 

91,07 

% 

92.59 

% 

99.66

% 

 99,15 

% 

91,07 

% 

92.59 

% 

99.66

% 

 

Meningkatnya  

Kinerja 

Pelayanan  

Perangkat 

Daerah 

Nilai 

SAKIP 

84,87 83,26 87.79 85,75 85,75  100,31 

% 

106 % 103,4

3% 

103.4

3% 

 

 Rata-rata 

capaian 
 

     99,95 

% 

91,07 

% 

98,01 

% 

101%  
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka 

menengah pada Rencana Strategis. 

Tabel 3.3 
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 

 

N

o 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

Target 

Jangka 

menengah 

Realisasi Kinerja 

2023 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 2 3 5 6 7 8 9 

1. Optimalisasi 

Penerimaan PAD  

Persentase 

Capaian PAD 

100% 99.15

% 

91,07 

% 

92.59 

% 

99.66

% 

 

Meningkatnya  

Kinerja Pelayanan  

Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 83 83,26 87.79 85,75 85,75  

 

Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa prosentase capaian PAD tahun 2020 

menurun sebasar 8.08 % karena adanya pandemi covid 19 dan tahun 2021 

mulai naik sebesar 1,52 % karena pandemi covid 19 mulai membaik dan 

tahun 2022 naik 7% dari tahun 2021 hal ini menunjukkan bahwa kondisi 

ekonomi semakin membaik pasca pandemi covid-19. 

Nila SAKIP selalu melebihi target tetapi pada tahun 2021 mengalami 

penurunan karena adanya perubahan indikator penilaian.yang semakin 

berat.     
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4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal 

(SPM)/Standar Nasional lainnya 

Tabel 3.4 
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya 

 

No

. 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Standar Nasional 

Target Realisasi 

2021 2021 2021 

1 2 2 4 5 6 

 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 
 

Badan Pendapatan Daerah Kota tidak melaksanakan urusan 

pemerintahan dasar sehingga tidak terdapat Standar Pelayanan 

Minimal/standart Nasional Lainnya 

 

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan. 

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 

terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan 

pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.  

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah 

diperjanjikan adalah sebagai berikut : 

1) Sasaran Strategis : Optimalisasi Penerimaan PAD 

a. Indikator 1 : Persentase Capaian PAD telah tercapai  99.66% sesuai 

dengan realisasi 99.66% dari target 100% hal tersebut termasuk 

kategori berhasil. Walaupun demikian persentase pencapaian PAD 

akan lebih di maksimalkan lagi pada tahun berikutnya. Penerimaan 

PAD yang sudah mencapai lebih dari 100% adalah penerimaan dari 

Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 102.14% 

dan penerimaan Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 141.65%. 

Sedangkan yang belum mencapai 100% adalah penerimaan dari Pajak 
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LAMPIRAN III 

Perjajian Kinerja Tahun 2022    
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LAMPIRAN IV 

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 
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LAMPIRAN V 
Laporan Realisasi PAD  
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Daerah terealisasi sebesar 96,72% dan Penerimaan dari Retribusi 

Daerah terealisasi sebesar 76.92 %. 

b. Indikator 2 : Nilai Sakip target 83 % dengan realisasi sebesar 85.75 

(nilai sakip adalah nilai sakip tahun 2021 karena belum ada realisasi 

dan capaian  tahun 2022 dikarnakan indikator II belum dilaksanakan  

Pengukuran oleh inspektorat dan merupakan indikaor baru yang 

tercantum dalam renstra 2019-2023 ). 

 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya 

Tabel 3.5 
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) 

 
 

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

(anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat 

dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana  

yang berdasarkan kinerja.  

1) Indikator Persentase Capaian PAD target sesuai dengan ketentuan  100% 

dengan capaian kinerja 99.66 % dan Capaian Anggaran 91.88 % 

menunjukkan bahwa ada efisiansi anggaran 8.12 % dan efektifitas 

penggunaan dana sebesar 108.60% 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Kinerja Anggaran % 

Target Realisasi Capaian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian  

Optimalisasi 

Penerimaan 

PAD  

Persentase 

Capaian 

PAD 

100% 99.66 % 99.66 % 14.831.454.700 14.297.635.374 96.40% 103.51 % 

Meningkatnya  

Kinerja 

Pelayanan  

Perangkat 

Daerah 

Nilai SAKIP 83 85.75 103.31% 35.554.370.300 31.999.284.758. 90.00% 114.79% 
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2) Indikator Nilai Sakip target 83  dengan realisasi 85.75 (Nilai Sakip adalah 

nilai tahun 2021, karena belum ada hasil Pengukuran nilai sakip tahun 

2022)  

 

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) 

Tabel 3.6 
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN 
(%) PROGRAM INDIKATO

R KINERJA Target Realisasi Capaian 
(%) 

Rencana 
tindak 
lanjut 

Optimalisasi 
Penerimaan 
PAD  
 
 

Persentase 
Capaian PAD 

100% 
 

Program 
pengelolaa
n 
pendapata
n daerah 

Prosentas
e 
Proyeksi 
Peningkat
an 
Pendapat
an Asli 
Daerah 

14.88 % 13.85 % 93 % 1. Pajak 
Parkir 
   a. 
Optimalisas
i pendataan 
Pajak dan 
Retribusi 
Parkir 
   b. 
Pemasanga
n alat pada 
titik pajak 
parkir 
2. Pajak 
Hotel 
Pendataan 
kos-kosan 
untuk 
dimasukan 
ke dalam 
kategori 
Pajak Hotel 

Kontribusi 
Pajak 
Daerah 
Terhadap 
Pendapat
an Asli 
Daerah 
 

83.44% 84.57 % 101.35 %  

Prosentas
e 
Penurunan 
Piutang 
Pajak 
Daerah 

23.83% 5.63 % 23.61 % 1. 
Melakukan 
upaya 
penagihan 
rutin 
terhadap 
Wajib 
Pajak;  
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2. 
Melakukan 
kerjasama 
dengan 
Aparat 
Penegak 
Hukum 
(Satpol PP 
dan 
Kejaksaan) 
dalam 
melakukan 
penagihan 
Pajak 
Daerah 
dalam 
bentuk 
Operasi 
Gabungan 
dan 
penyampai
an Surat 
Kuasa 
Khusus 
kepada 
Kejaksaan 
Negeri Kota 
Malang; 
3. 
Melakukan 
pemasanga
n stiker 
dan/atau 
patok di 
lokasi 
Obyek 
Pajak yang 
sudah 
dilakukan 
peringatan 
lebih dari 
dua kali 
namun 
masih tidak 
memenuhi 
kewajiban 
perpajakan
nya; 
4. 
Mengadaka
n program 
Sunset 
Policy 
(penghapus
an denda 
keterlambat
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an Pajak 
Daerah) 
sampai 
dengan 
masa pajak 
tahun 2022 
yang 
berjalan 
dari 
Agustus -
Oktober;  
5. 
Mengadaka
n kegiatan 
sosialisasi 
dan 
pemberian 
stimulus 
kepada 
masyarakat 
untuk 
melakukan 
pembayara
n Pajak 
Daerah 
terutang 
dengan 
mengadaka
n kegiatan 
Gebyar 
Sadar 
Pajak, 
Bapenda  
Sambang 
Kelurahan, 
dan 
Bapenda 
Sambang 
Car Free 
Day; 

Meningkatny
a  
Kinerja 
Pelayanan  
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 83 Program 
penunjang 
urusan 
pemerinta
han 
daerah 
kabupaten
/kota 

Prosentas
e 
dokumen 
perencan
aan, 
keuangan 
dan 
pelaporan 
yang 
disusun 
tepat  
waktu 
 
 
 

100% 100 % 100 %  
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Optimalisasi Pendataan Pajak Parkir 
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Optimalisasi Pendataan Pajak Kos 
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Penagihan Rutin terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak daerah 
 

 
Operasi Gabungan bersama Aparat Penegak Hukum bagi Wajib Pajak Bandel 
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Penindakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 

 
Program Sunset Policy bagi Wajib Pajak 

 

 



 

 

          
34 

Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah yang dilakukan secara rutin dan 
berkesinambungan 

 

 
Kegiatan Gebyar Sadar Pajak sebagai wujud apresiasi kepada wajib pajak yang telah 

melunasi kewajiban perpajakannya 
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Kegiatan Sambang Kelurahan untuk mendekatkan pelayanan pajak daerah 
kepada masyarakat 

 
Pelayanan Pajak Daerah rutin hadir dalam Kegiatan Car Free Day (CFD) 

 
 

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

pencapaian Kinerja sebagaimana berikut : 

Sasaran  : Optimalisasi Penerimaan PAD 

  Indikator 1 : Persentase Pencapaian PAD 

Prosentase pencapaian PAD dengan target 100 % telah 

berhasil tercapai sebesar 99.66 % atau tercapai 99.66 %. 

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program  

Pengelolaan Pendapatan Daerah   

Sasaran      

: 

 Meningkatnya Kinerja Pelayanan  Perangkat Daerah 

Indikator 2 : Nilai Sakip 

Nilai Sakip dengan target  83 telah tercapai 85.75 (nilai 

sakip adalah nilai sakip tahun 2021 karena belum ada 

hasil penilaian sakip tahun 2022. Indikator ini dapat 
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terlaksana melalui Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :  

a) Pajak Daerah  

 Pemasangan Alat Pengukuran Air bawah tanah; 

 Pengajuan Ranperda penyesuaian UU No 1 Tahun 2022;  

 Melakukan Extensifikasi omset; 

 Pemasangan E-Tax di Hotel; 

 Penyesuaian NJOP Bumi dan Bangunan di Tahun 2023; 

b) Retribusi Daerah 

 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 

 Penyesuaian/ revisi Peraturan Daerah Kota Malang No.1 

Tahun 2021; 

 Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar; 

 Penyelesaian PKS; 

 Diharapkan digitalisasi pemungutan retribusi segera 

terimplementasi secara menyeluruh. 

 Dinas Kesehatan 

 Promosi (steckholder dan media) tentang arti pentingnya uji 

laboratorium air bersih 

 Dinas Perhubungan 

 Pengambilan dimajukan waktunya di lokasi; 

 Pemahaman pada jukir bahwa penyetoran retribusi disetorkan 

kepada Dishub; 

 Menambah jumlah pengawas jukir dari Dishub; 

 Segera disusun regulasi tentang tata kelola parkir; 

 Disusunnya Ranperda LLAJ. 

 Pendataan titik parkir dan jukir baru 

 Dinas Lingkungan Hidup 

 Perlu adanya aplikasi terkait retribusi pelayanan kebersihan; 

 Diperlukan penambahan SDM terkait surveyor. 



 

 

          
37 

 Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 

 Aplikasi Simbahe saat ini ditutup sementara dan Disporapar 

mengeluarkan pemberitahuan bahwa pelayanan 

dilaksanakan secara offline. 

 DPUPRKP 

 Telah diajukan perubahan/ pengurangan. 

 

B. Realisasi Anggaran. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah 

Kota Malang menghasilkan rata rata capaian indikator kinerja output sebesar 99 % 

termasuk dalam kategori predikat Baik  adapun realisasi pelaksanaan anggaran 

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah ditargetkan sebesar Rp 

50.385.825.000 dengan realisasi sebesar  Rp. 46.296.920.132 atau 91.88 % yang 

terdiri dari Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp 47.757.814.000 dengan realisasi 

sebesar Rp. 43.802.930.591 atau 91.72% dan Belanja Modal sebesar Rp. 

2.628.011.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.493.989.541 atau 94.90%. 

Perbandingan target dan realisasi beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.7 
Evaluasi Tehadap Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2022 

 

No Sasaran 
Program/Kegiatan/Su

b Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan/Su

b Kegiatan 

Tingkat Cpaian Kinerja dan Anggaran Renja 
Perangkat Daerah  

KET 

Target Realisasi  %  

1 Meningkat 
nya 
Kinerja 
Pelayanan 
Perangkat 
Daerah 

 Nilai SAKIP 83 85.75   

 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase 
dokumen 
perencanaan, 
keuangan dan 
pelaporan yang 
disusun tepat waktu 

100% 100% 100%  

 Persentase sarana 
dan prasarana 
dalam kondisi baik 

80% 53% 66.25%  

 Nilai Survey 
Kepuasan Internal 

80 80 100%  

 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Jumlah dokumen 
perencanaan , 

7 Dokumen 7 100%  
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Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
Renja/RKT dan 
Renstra 

3 Dokumen 3 100% 

 

 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen hasil 
survei kepuasan 
masyarakat, Jumlah 
sertifikasi, Jumlah ZI 

4 Dokumen 4 100% 

 

 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

 Jumlah laporan 
keuangan yang 
tersusun  

161 Dokumen 161 100% 

 

 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 Jumlah ASN  75 Pegawai 59 83.10% Terdapat beberapa ASN 
yang Mutasi dan pensiun  

 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

 Jumlah laporan 
keuangan  

161 Dokumen 161 100% 

 

 Administrasi 
Barang Milik Daerah 
pada Perangkat 
Daerah 

 Jumlah barang milik 
daerah yang 
mendapatkan jasa 
jaminan barang milik 
daerah  

71 Kendaraan 18 25,35% 

 

 Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

 Jumlah barang milik 
daerah yang 
mendapatkan jasa 
jaminan barang milik 
daerah  

71 Kendaraan 18 25,35% '- yang diasuransikan 
hanya kendaraan roda 4      

 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 Jumlah sumber 
daya aparatur yang 
ditingkatkan/dikemb
angkan 
kapasitasnya  

140 Orang 164 117.14%  

 Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

 Jumlah sumber daya 
aparatur yang 
ditingkatkan/dikemban
gkan kapasitasnya  

140 ASN 164 117.14% 

 

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Jumlah kebutuhan 
administrasi umum  

100%  255.19% 255.19% 
 

 Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

 Jumlah komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor  

13 Jenis 0 0% Pencairan belanja 
Penyediaan Komponen 
Instalasi 
listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor salah 
mengambil anggaran sub 
kegiatan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 Jumlah alat tulis 
kantor  

143 Jenis 143 100% 

 



 

 

          
39 

 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

 Jumlah penyediaan 
bahan logistik kantor  

9 Kali 61 678% 
 

 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 Jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan  

27 Jenis 27 100% 

 

 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-undangan 

 Jumlah bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan  

9 Jenis 9 100% 

 

 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

 Jumlah fasilitas 
kunjungan tamu  

12 Kali 69 575% 
 

 Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

 Jumlah rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi keluar 
daerah  

24 Kali 56 233.33% 

 

 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Jumlah peralatan 
gedung kantor  

100 % 100% 100% 

 

 Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 Jumlah peralatan 
gedung kantor  

20 Jenis 20 100% 

 

 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Jumlah Surat  5000 Surat 5418 108.36% 

 

 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

 Jumlah surat yang 
teradministrasi 
dengan baik  

5000 Surat 5418 108.36% 

 

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 Jumlah bulan 
pembayaran belanja 
telpon, air dan listrik  

12 Bulan 12 100% 

 

 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

 Luasan ruangan yang 
dibersihkan  

850 m2 850 100% 

 

 Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Jumlah BMD yang 
terpelihara  

71 Jenis 66 91% 

 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah kendaraan 
dinas/operasional 
yang dipelihara 

71 Unit 66 92,96% Pemeliharaan kendaraan 
dilaksanakan sesuai 
kebutuhan  

 

 Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 Jumlah peralatan 
gedung kantor yang 
dipelihara  

9 Jenis 9 100% 
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2 Optimalis
asi 
Penerima
an 
Pendapat
an Asli 
Daerah 

  Persentase Capaian 
Pendapatan Asli 
Daerah  

100% 99.66% 99.66%  

  PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDAPATAN 
DAERAH 

 Kontribusi pajak 
daerah terhadap 
PAD  

83.44% 84.57% 101.35% 
 

   Persentase 
Peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah  

14.88% 13.85% 93% 

 

   Persentase 
penurunan piutang 
pajak daerah  

23.83% 5.63% 23.61%  

  Kegiatan 
Pengelolaan 
pendapatan Daerah 

 Jenis Pajak Daerah 
Yang Dikelola  

9 Jenis 9 100% 

 

  Analisa dan 
Pengembangan 
Pajak Daerah, serta 
Penyusunan 
Kebijakan Pajak 
Daerah. 

 Jumlah dokumen 
hasil analisa 
pengembangan 
daerah serta 
dokumen penyusunan 
kebijakan pajak 
daerah  

3 Dokumen 3 100% 

 

  Penyuluhan dan 
Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak 
Daerah 

 Jumlah wajib pajak 
yang tersosialisasi  

80000 Wajib Pajak 80000 100% 

 

  Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 
Pengelolaan Pajak 
Daerah 

 Jumlah sistem 
informasi pengelolaan 
pajak daerah yang 
terintegrasi dan 
terpelihara  

4 Aplikasi 4 100% 

 

  Pendataan dan 
Pendaftaran Objek 
Pajak Daerah 

 1200 Wajib pajak 1176 98% terdapat beberapa pelaku 
usaha/ wajib pajak yang 
pemiliknya tidak ada di 
tempat/di luar kota 

  Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis Data 
Pajak Daerah 

 1. Jumlah 
pengolahan, 
pemeliharaan, dan 
pelaporan basis data 
pajak daerah I  

60000 Data 60000 100% 

 

   2. Jumlah 
pengolahan, 
pemeliharaan, dan 
pelaporan basis data 
pajak daerah II  

59100 Data 48371 82% 

 

  Penetapan Wajib 
Pajak Daerah 

 321508 Wajib pajak 313235 97.43% Beberapa wajib pajak 
kurang tertib dalam batas 
waktu maksimal 
pelaporan omzet 
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  Penelitian dan 
Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak 
Daerah 

 40000 Wajib pajak 37600 94% Beberapa tempat usaha 
sudah tutup tetapi tidak 
melapor ke Bapenda 

  Wajib Pajak kurang 
transparan dalam 
melaporkan omzet 

  Penagihan Pajak 
Daerah 

 Jumlah piutang yang 
tertagih  

59.997.8
60.547 

Rupiah 33.404.5
77.830 

55.68% 1)Banyak Objek Pajak 
yang tutup dan tidak 
berpenghuni sehingga 
tidak dapat di lakukan 
penagihan pajak 2) Wajib 
Pajak Pailit 

  Penyelesaian 
Keberatan Pajak 
Daerah 

 Jumlah keberatan 
dan sengketa pajak 
daerah yang 
terselesaikan/diproses  

900 Surat 911 101.22% 

 

  Pengendalian, 
Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak 
Daerah 

 Jumlah wajib pajak 
yang terperiksa dan 
dilakukan 
pengawasan  

1300 Wajib Pajak 1355 104.23% 

 

  Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

 Jumlah pembinaan 
dan pengawasan 
pengelolaan retribusi 
daerah  

2 dokumei 2 100% 

 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.8 
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2022 

 

Kode Rekening Uraian 

 Jumlah 

(Rp)  

 Bertambah / 

(Berkurang)  
 KETERANGAN SILPA  

 Anggaran Setelah 

Perubahan  
 Realisasi   (Rp)   %   

5     UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  

5 02    BELANJA DAERAH  50,195,216,000.00   35,607,016,295.36   14,588,199,704.64  70.94%  

5 02    
BELANJA 

OPERASI 

  48,407,046,400.00   33,914,750,161.36   14,492,296,238.64  70.06%  

5 02 01   

 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOT

A 

 38,356,836,400.00   24,216,924,498.36   14,139,911,901.64  63.14%  

5 02 01 
2.0

1 
 

 Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

 355,743,400.00   236,845,400.00   118,898,000.00  66.58%  
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Kinerja Perangkat 

Daerah 

5 02 01 2.01 01 

 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

 125,010,200.00   82,694,500.00   42,315,700.00  66.15% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 2.01 07 
 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 230,733,200.00   154,150,900.00   76,582,300.00  66.81% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 
2.0

2 
 

 Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

 32,724,140,589.00   20,211,016,052.36   12,513,124,536.64  61.76%  

5 02 01 2.02 01 

 Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

 32,589,260,589.00   20,079,536,052.36   12,509,724,536.64  61.61% Insentif Pajak Daerah 

sebesar  

9.209.516.000,- telah 

diserap sesuai PP 69 

tahun 2010, Gaji dan 

Tunjangan sebesar 

2.793.514.972,64 dan 

Tambahan 

Penghasilan sebesar 

468.786.380,-  

5 02 01 2.02 05 

 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

 134,880,000.00   131,480,000.00   3,400,000.00  97.48% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 
2.0

3 
 

 Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah 

 100,000,000.00   65,118,700.00   34,881,300.00  65.12%  

5 02 01 2.03 02 

 Pengamanan 

Barang Milik 

Daerah SKPD 

 100,000,000.00   65,118,700.00   34,881,300.00  65.12% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 
2.0

5 
 

 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

 65,510,000.00   -     65,510,000.00  0.00%  

5 02 01 2.05 09 

 Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

BerdasarkanTugas 

dan Fungsi 

 65,510,000.00   -     65,510,000.00  0.00% Kegiatan tidak jadi 

dilaksanakan karena 

PPKM 

5 02 01 
2.0

6 
 

 Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

 2,599,677,370.00   1,788,340,256.00   811,337,114.00  68.79%  

5 02 01 2.06 01 

 Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n Bangunan 

Kantor 

 4,084,200.00   4,084,200.00   -    100.00%  

5 02 01 2.06 02 

 Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

 440,710,900.00   300,028,660.00   140,682,240.00  68.08% Efisiensi Pengadaan 



 

 

          
43 

5 02 01 2.06 04 
 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

 363,468,834.00   149,387,000.00   214,081,834.00  41.10% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 2.06 05 

 Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

 1,167,119,000.00   990,860,796.00   176,258,204.00  84.90% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 2.06 06 

 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

 19,282,500.00   18,171,600.00   1,110,900.00  94.24% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 2.06 08 
 Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

 104,500,000.00   54,904,000.00   49,596,000.00  52.54% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 2.06 09 

 Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

 500,511,936.00   270,904,000.00   229,607,936.00  54.13% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 
2.0

7 
 

 Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 315,348,300.00   273,600,600.00   41,747,700.00  86.76%  

5 02 01 2.07  

 Pengadaan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

 1,010,000.00   1,010,000.00   -    100.00%  

5 02 01 2.07 10 

 Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

 314,338,300.00   272,590,600.00   41,747,700.00  86.72% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 
2.0

8 
 

 Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 1,338,973,341.00   1,011,362,397.00   327,610,944.00  75.53%  

5 02 01 2.08 01 
 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

 183,499,000.00   178,120,000.00   5,379,000.00  97.07% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 2.08 02 

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

 992,933,641.00   677,086,197.00   315,847,444.00  68.19% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 2.08 04 

 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

 162,540,700.00   156,156,200.00   6,384,500.00  96.07% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 01 
2.0

9 
 

 Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 857,443,400.00   630,641,093.00   226,802,307.00  73.55%  

5 02 01 2.09  

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

 650,828,600.00   530,524,638.00   120,303,962.00  81.52% Diserap sesuai 

kebutuhan 
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Operasional atau 

Lapangan 

5 02 01 2.09  

 Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

 206,614,800.00   100,116,455.00   106,498,345.00  48.46% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 04   

 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDAPATAN 

DAERAH 

 10,050,210,000.00   9,697,825,663.00   3,999,095,250.00  96.49%  

5 02 04 
2.0

1 
 

 Kegiatan 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

 10,050,210,000.00   9,697,825,663.00   352,384,337.00  96.49%  

5 02 04 2.01 02 

 Analisa dan 

Pengembangan 

Pajak Daerah, 

serta Penyusunan 

Kebijakan Pajak 

Daerah. 

 342,480,000.00   314,710,000.00   27,770,000.00  91.89% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 04 2.01 03 

 Penyuluhan dan 

Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak 

Daerah 

 1,982,260,000.00   1,902,113,900.00   80,146,100.00  95.96% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 04 2.01 04 

 Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pengelolaan Pajak 

Daerah 

 474,040,000.00   453,640,000.00   20,400,000.00  95.70% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 04 2.01 06 

 Pengolahan, 

Pemeliharaan, 

dan Pelaporan 

BasisData Pajak 

Daerah 

 5,749,340,000.00   5,655,850,350.00   93,489,650.00  98.37% Diserap sesuai 

kebutuhan dan 

Efisiensi Pengadaan 

5 02 04 2.01 11 
 Penagihan Pajak 

Daerah 

 892,080,000.00   890,606,413.00   1,473,587.00  99.83% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 04 2.01 12 

 Penyelesaian 

Keberatan Pajak 

Daerah 

 39,380,000.00   35,280,000.00   4,100,000.00  89.59% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 04 2.01 13 

 Pengendalian, 

Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah 

 160,500,000.00   143,970,000.00   16,530,000.00  89.70% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02 04 2.01 14 

 Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pengelolaan Pajak 

Daerah dan 

Retribusi Daerah 

 410,130,000.00   301,655,000.00   108,475,000.00  73.55% Diserap sesuai 

kebutuhan 

5 02    BELANJA MODAL  1,788,169,600.00   1,692,266,134.00   95,903,466.00  94.64%  

     

 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOT

A 

 1,441,908,600.00   1,362,720,500.00   79,188,100.00  94.51%  
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 Pengadaan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

 472,678,000.00   459,000,000.00   13,678,000.00  97.11% Efisiensi Pengadaan 

     

 Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

 969,230,600.00   903,720,500.00   65,510,100.00  93.24% Efisiensi Pengadaan 

     

 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDAPATANDAE

RAH 

 346,261,000.00   329,545,634.00   16,715,366.00  95.17%  

     
 Penagihan Pajak 

Daerah 

 32,500,000.00   32,400,000.00   100,000.00  99.69%  

     

 Pengendalian, 

Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah 

 313,761,000.00   297,145,634.00   16,615,366.00  94.70% Efisiensi Pengadaan 
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LAMPIRAN I 

PERHITUNGAN PAD 
 

 Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah = Realisasi PAD / Realisasi 

Pendapatan Daerah 

 Persentase Capaian PAD = (Realisasi PAD / Target PAD)x 100% 

 

Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah =    715.621.401.156,59  = 0,34 
              2.076.578.530.170,34 
 
Persentase Capaian PAD th 2022 = 715.621.401.156,59  x 100% = 99,66% 
             718.028.603.480,00  
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LAMPIRAN II 

LAPORAN NILAI SAKIP 
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